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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ijinnya
PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
TAHUN 2021 dapat tersusun.

Panduan ini merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan dan akuntabel yang
dilaksanakan oleh peneliti/pengabdi di lingkungan Universitas Brawijaya.

Kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan. Dengan
tersusunnya panduan ini diharapkan kinerja LPPM UB semakin meningkat, sehingga visi
dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.
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Latar Belakang.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Brawijaya (UB) merupakan institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang
Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa, dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada
masyarakat, sebagai sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah
masyarakat bangsa, dan masyarakat dunia.

Dukungan yang diberikan oleh LPPM UB sebagai institusi yang melaksanakan riset
dan pengabdian kepada masyarakat, harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional,
menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan bagi
masyarakat, serta meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional.
Sedangkan pengabdian kepada masyarakat, harus mampu menciptakan inovasi teknologi,
mampu melakukan alih teknologi, dan mampu melakukan pengentasan masyarakat tersisih
(preferential option for the poor).

Panduan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. LPPM UB dalam pengelolaan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembuatan Panduan ini, didasarkan
kepada standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (Ditlitabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Meliputi antara lain :

a. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas
Brawijaya.

b. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan dilakukan,
dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.

c. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal, didokumentasikan,
didesimenasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional, internasional, serta dapat
dipertanggung jawabkan. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi dan memenuhi
kebutuhan masyarakat.

d. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan untuk
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai

dengan kaidah ilmiah.



e. Standar pendanaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan
melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan
akuntabilitas.

f. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan
solusi masalah dalam masyarakat.

g. Standar outcome, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus

berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor.

Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan
pengambilan keputusan pengelolaan penelitian meliputi bidang (1) Sosial dan Humaniora, (2)
Energi Terbarukan, (3) Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, (4) Transportasi, (5) Kelautan, (6)
Ketahanan dan Kemandirian Pangan, (7) Kesehatan, Gizi, dan Obat, (8) Kebencanaan dan

Lingkungan, (9) Agroforestry, (10) Jamu, (11) Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada
standar Dit.Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas, peneliti/pengabdi diwajibkan
untuk membuat laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggung-
jawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat harus tertib administrasi dan disusun secara benar
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka LPPM UB perlu membuat
panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat .

I. Ketentuan umum.

a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2021

b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2021

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015
tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, dan dirubah
menjadi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun
2020.



d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai

tidak tetap.

1)

2)

3)

Pasal 1 ayat (9) Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak
tetap, dan pihak lain.

Pasal 34 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa: (huruf a) Surat Tugas yang sah dari atasan
Pelaksana SPD;

(huruf b) SPD yang telah ditandatangani oelh PPK dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang terkait yang menjadi Tempat
Tujuan Perjalanan Dinas;

(huruf e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;

Pasal 36 yang menyatakan bahwa, pihak-pihak yang melakukan pemalsuan
dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan
Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab

sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan

Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap.

1)

2)

3)

Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip perjalanan dinas di
wujudkan dalam hal-hal sebagai berikut;

Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau
rangkap;

Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu
kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat

tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.

f.  Surat Edaran Nomor 2844/UN10/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona

Virus Disease (Covid-19) 01 Lingkungan Universitas Brawijaya

g. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk
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Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara dalam

Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

h. Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:

1)
2)
3)
4)

Bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;

Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);

Pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.

i. Jika ada perubahan Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus disampaikan paling

lambat sebelum Monev Kemajuan. RAB di proposal dengan RAB di SIPP harus

sama. Akan ada jadwal lebih lanjut untuk melakukan perubahan/revisi RAB.

[ll.  Ketentuan Khusus Terkait Pajak dan Materai
a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh)
Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI,

dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 9 yang

menyatakan bahwa “Tarif PPh Pasal 21 atas Honorarium atau imbalan lain dengan

nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.l dan Gol Il, anggota
TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.lll, anggota TNI,
dan anggota POLRI Gol Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.

Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS
Gol. 1V, anggota TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan
Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Sebesar 5% bagi Non PNS yang memiliki NPWP dan disetor dengan
menggunakan NPWP Universitas Brawijaya

Sebesar 6% bagi Non PNS yang tidak memiliki NPWP dan disetor dengan
menggunakan NPWP Universitas Brawijaya.

Dibayarkan melalui NPWP Universitas Brawijaya. Lihat lampiran D9.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh)



Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas pembayaran barang yang nilainya di atas

= Rp 2.000.000,00 yang disetor dengan menggunakan NPWP Rekanan/Toko, dan

dikecualikan untuk BBM, benda pos, air dan listrik.

1) Dikenakan pajak sebesar 1,5% bagi toko yang memiliki NPWP

2) Dikenakan pajak sebesar 3% bagi toko yang tidak memiliki NPWP dengan tarif
1,5% dari harga jual.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh)

Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (pembelian konsumsi, servis, perbaikan,

pemeliharaan, sewa alat) dan tanpa nilai minimal dan disetor menggunakan NPWP

Instansi.

1) Bagi pembelian makan/minum/catering yang memiliki NPWP dikenakan pajak
sebesar 2%.

2) Bagi pembelian makan/minum/catering yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak
sebesar 4%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang-

undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu Nomor 231/PMK.03/2019, Peraturan Dirjen

Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang/jasa yang nilainya = Rp 2.000.000,00 dengan satu penyedia

barang/ jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan

pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri

SSP, faktur pajak standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel

toko/penyedia barang/ jasa. Disetor menggunakan NPWP Rekanan/Toko.

Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP =100/110 x Jumlah Pembelian.

Layanan Pembuatan Kode Billing Pajak via Whatsapp

Selama masa antisipasi penyebaran Covid-19, layanan pembuatan kode billing dapat

dilakukan melalui Whatsapp di nomor kontak +62 821 4535 2438 dengan mengisi

format data sebagai berikut:

NPWP

Nama

Alamat

Jenis Pajak”

Jenis Setoran”

Masa Pajak :

Tahun Pajak  : 2021

Subjek Pajak  : NPWP Sendiri



NOP
Jumlah Setor
Uraian

*) Lihat table kode setoran dan jenis pajak

Kode Jenis Setoran dan Pajak

Pk | Kogedenis | Kode gens
PPh 21 402 411121
PPh 22 910 411122
PPh 23 104 411124

PPN Belanja 910 411211
PPN Kerjasama 100 411211

Setelah mengirim WA ke layanan e-billing, Peneliti akan mendapatkan balasan kode
billing yang dapat dipergunakan langsung untuk membayar pajak baik melalui teller

bank, atau pun melalui mBanking. Dengan melakukan transaksi melalui proses ini,

peneliti akan langsung mendapatkan bukti bayar pajak.

f. Materai

Setiap pembelian/sewa barang/jasa, dibubuhi materai (UU Nomor 10 tahun 2020
tentang Bea Materai tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan

perincian sebagai berikut :

1) Pembelian barang/jasa atau sewa < Rp 5.000.000,- tanpa dibubuhi materai.

2) Pembelian barang/jasa atau sewa = Rp 5.000.000,- dibubuhi materai Rp

10.000,00

3) Materai edisi Rp 6.000,00 dan Rp 3.000,00 masih dapat dipergunakan hingga 31

Desember 2021. Lihat lampiran E.

IV. Ketentuan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/
Peneliti/Pengabdi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik
Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada

Masyarakat Edisi Xlll, Edisi Revisi Tahun 2020.




Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Angaran Biaya Penelitian/

Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksanaan kegiatan dan

disusun sesuai realisasi pengeluaran Biaya (contoh lihat lampiran A) meliputi :

1) Biaya gaji/lupah/honorarium.

2) Biaya Bahan habis pakai.

3) Biaya Perjalanan Dinas.

4) Biaya Sewa (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-
lain).

SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima

sesuai Sub Kontrak.

Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin b) harus sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skim penelitian).

Sahnya suatu Bukti Pengeluaran (kuitansi) dibuat rangkap 3, diketik rapi, dua rangkap

(asli dan tembusan) diserahkan ke LPPM, satu rangkap untuk arsip Ketua kegiatan/

peneliti/pengabdi/Ketua Pelaksana Kerjasama. Pengertian rangkap adalah tembusan

(stempel basah/tanda tangan asli) dan bukan fotokopi.

Bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan di RAB, dikonsultasikan ke LPPM,

untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM.

Dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama tidak diperbolehkan

untuk belanja modal misalnya: peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer,
alat laboratorium, dan lain-lain.
Khusus untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) bila ada pembelian
alat/mesin untuk Mitra harap dilampiri Berita Acara Serah Terima.
Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan Laporan
hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan.
Tata Cara Pembelian (contoh lihat pada lampiran B)
Kuitansi pembelian barang/jasa atau sewa diketik rangkap tiga dengan ketentuan:
1) Diketik “Sudah terima dari PPK LPPM Universitas Brawijaya”
2) Nilai nominal dan nilai terbilang harus sama dengan perincian barang/jasa/sewa yang
dilakukan/dibeli.
3) Untuk Pembayaran diperinci sesuai barang/jasa/sewa yang dilakukan.
4) Pembelian barang/jasa = Rp 2.000.000,- dikenakan PPh dan PPN dengan dilampiri:
- Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa.
- Fotokopi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
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- Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris

5) Khusus pembelian jasa (misal: konsumsi) < Rp 2.000.000 dikenakan PPh 23

6) Tanggal transaksi sesuai tanggal pembelian, distempel dan ditandatangani toko/jasa,
mengetahui ketua pelaksana/peneliti, setelah penandatanganan sub kontrak/SPK.

7) Untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak oleh
LPPM tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi, jika ada selisih kekurangan
pembayaran pajak, Ketua Pelaksana kegiatan wajib menyetor kekurangan.

8) Dilampiri nota pembelian asli dari toko.

Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (contoh lihat lampiran C)

1) Penerima honorarium adalah Non ASN Universitas Brawijaya.

2) Penerima honorarium narasumber dalam kegiatan
workshop/seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimtek/sarasehan/symposium/focus
group/ tidak boleh berada dalam satu kementerian yang sama. Lihat SBM PMK No.
119/PMK.02/2020.

3) Kuitansi honorarium diketik rangkap tiga bisa berupa tiap penerima atau dalam
bentuk daftar honorarium.

4) Jika tiap penerima dibuatkan kuitansi, nilai yang tertera pada kuitansi adalah nilai
yang dibayarkan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh 21).

5) Jika dalam bentuk daftar penerima honorarium, didalam daftar tercantum nama
penerima, jumlah honorarium sebelum dipotong pajak PPh 21, jumlah honorarium
setelah dipotong pajak, tanda tangan penerima, tandatangan yang membayarkan
mengetahui/menyetujui ketua kegiatan/peneliti. (lihat contoh lampiran C2)

6) Bukti SSP PPh 21, dilampirkan dengan menggunakan NPWP Bendahara Penerima
UB. Lihat lampiran C1 dan C3.

7) Pembayaran penghasilan atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan, dan
pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas) baik kepada

pegawai maupun kepada bukan pegawai dikenakan PPh 21.

Tata Cara Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Contoh lihat lampiran D).

Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia
Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 3 Juli 2012; Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia
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Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan

memperhatikan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bukti kuitansi diketik dengan jumlah sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas
yang diterimakan kepada penagungjawab kegiatan/peneliti/anggota peneliti.

Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Surat Tugas dari Ketua LPPM (Kop Surat LPPM
UB). Lihat lampiran D3.

Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Rincian Biaya Perjalanan Dinas (Kop Surat LPPM
UB) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Bendahara Pengeluaran LPPM
UB, dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Koordinator
Tata Usaha LPPM UB. Lihat lampiran D5.

Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Daftar Pengeluaran Biaya Riil (Kop Surat LPPM UB)
untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh: taxi, ojek,
bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) LPPM dalam hal ini Koordinator Tata Usaha LPPM UB.
Lihat lampiran D4.

Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
ditandatangani dan distempel oleh Ketua LPPM/yang mewakili dan ditandatangani
oleh pejabat dari tempat yang dituju/didatangi/setempat. Lihat lampiran D1 dan D2.
Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika
menggunakan pesawat udara) yang disesuaikan dengan SBM 2021. Lihat lampiran
D8.

Dilampiri bukti penginapan jika bermalam dengan peruntukan Hotel berbintang (lihat

lampiran D6)

Hotel Bintang Lima : Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Lembaga Negara,
Menteri, Pejabat setingkat Menteri, serta Pejabat Negara
lainnya yang setara.

Hotel Bintang Empat : Gubenur, Wakil Gubenur, dan pejabat negara lainnya
yang setara Pejabat Eselon | serta Pejabat eselon II.

Hotel Bintang tiga : Pejabat Eselon 111/Gol V.

Hotel Bintang dua : Pejabat eselon 1V/Gol 111

Hotel Bintang satu : PNS Gol Il/l dan tenaga tetap non PNS.

Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk
untuk uang makan, uang saku dan transport lokal. Lihat lampiran D7.

Diberikan uang taksi. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi

dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
12



keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju
tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Lihat lampiran D9.

10) Apabila dalam Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalan adalah Ketua
beserta anggota (maksimal 4 pengikut) diperbolehkan hanya melampirkan 1 berkas
SPPD saja.

V. Penutup

Demikian panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan
keuangan dibuat secara benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan mengurangi banyaknya
variasi model pelaporan.

Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan
keuangan bagi para peneliti/penanggungjawab kegiatan.
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LAMPIRAN A

Format sampul muka

(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna laporan penelitian)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENELITIAN XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN
2021

JUDUL
KETUA
ANGGOTA
DIBIAYAI OLEH:
XXXXXXXXX

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
NOMOK: oottt sttt b et r e e e stestesre e senseneas ,tanggal e,

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2021
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Format Rekapitulasi Penggunaan Keuangan
URAIAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN XXXXXXXX

TAHUN ANGGARAN
2021
Judul penelitian
Ketua Peneliti

Fakultas

Jumlah Dana penelitian

Dana tahap |

Jumlah

Penggunaan

Sisa Dana

Dana tahap I

Sisa Dana

1. Gaji/honorarium

LAMPIRAN Al

Jumlah
/bln

No Nama Jabatan

Honorarium
/bln

Jumlah
(Rp)

Jumlah Gaji/Honorarium

2. Bahan/Barang Habis Pakai

No Jenis Bahan Volume

Harga satuan
(Rp)

Jumlah
(Rp)

Jumlah Bahan/Barang habis pakai
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3.

Perjalanan Dinas

No

Nama Yang Bepergian

Golongan

Tujuan

Jumlah Rp

1

2

Jumlah peralatan

Sewa

No

Jenis Pengeluaran

Volume

Harga Satuan

Jumlah
(Rp)

Sewa

DIl

Jumlah lain-lain

5.

Rekapitulasi Penggunaan Dana

No

Jenis/Uraian

Jumlah
(Rp)

Gaji/Honorarium

Bahan/Barang Habis Pakai

Perjalanan

Sewa

Total Biaya

Mengetahui
Ketua LPPM

Catatan:

Jumlah Honorarium yang dimasukkan adalah jumlah sebelum dipotong pajak.

Malang,

2021

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan

Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN Universitas

Brawijaya

Harga barang yang dimasukkan harga sebelum dipotong pajak.
Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum pada

SSP.
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LAMPIRAN B

1. Format Kuitansi belanja barang dengan nilai £ Rp 2.000.000,00

KUITANSI
Nomor N
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB
Banyaknya uang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Buat Pembayaran : Pembelian 2 buah tinta refill HP 28 color @ Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00

untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan judul .............

Jumlah Rp 300.000,00 Malang, ............ 2021

Mengetahui/menyetujui, Yang menerima,
Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

(ttd & Stempel toko)

Nama lengkap Nama dan Alamat lengkap

Catatan:
Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran.
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2. Format Kuitansi belanja barang dengan nilai 2 Rp 2.000.000,00

KUITANSI

Nomor N

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Pembelian 5 unit baterai kering @ Rp 500.000,00 = Rp 2.500.000,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxxx tahun 2021 dengan
JUAUL

Jumlah Rp 2.500.000,00 Malang, ............ 2021

Mengetahui/menyetujui

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Nama lengkap
NIP e

Catatan:

Yang menerima

Ttd & Stempel toko

Nama dan Alamat lengkap

1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa.

2. Lampirkan faktur pajak yang ditantadangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa.

3. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, PPh 22 yang telah disetor ke bank/kantor pos.

4. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara

LPPM.
5. Cara Penghitungan PPn

100
DPP =——x Nilai Pembelian
110

PPN =DPP x 10%

6. Cara Penghitungan PPh 22 dengan NPWP toko/rekanan

PPh 22 =DPPx 1.5%

7. Cara Penghitungan PPh 22 tanpa NPWP toko/rekanan

PPh 22 =DPP x 3%

19



3. Format Kuitansi Belanja Jasa

KUITANSI
Nomor TP
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.
Banyaknya uang : Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Buat Pembayaran : Pembelian 65 pax nasi kotak @ Rp 27.500,00 = Rp 1.787.500,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxxx tahun 2021 dengan
JUAUL
Jumlah  Rp 1.787.500,00 Malang, ............ 2021
Mengetahui/menyetujui Yang menerima

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Ttd & Stempel toko

Nama lengkap Nama
NIP e
Catatan:
1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan ditandatangani toko/pemberi
jasa.
2. Lampirkan faktur pajak yang ditandatangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa untuk pembelian
konsumsi di atas Rp 2.000.000,00
3. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, PPh 23 yang telah disetor ke bank/kantor pos.
4. Cara Penghitungan PPn
100
DPP = 1—10x Nilai Pembelian PPN =DPP x 10%
5. Cara Penghitungan PPh 22 dengan NPWP toko/rekanan
PPh 23 =DPP x 2%
6. Cara Penghitungan PPh 22 tanpa NPWP toko/rekanan
PPh 23 =DPP x 4%
7. Biaya konsumsi rapat dikeluarkan untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ eselon I/ setara maupun

untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/ eselon Il lainnya/ eselon |
lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi Pemerintah/masyarakat dan dilaksanakan
secara langsung (offline) minimal selama 2 (dua) jam.
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4. Format Kuitansi belanja Barang dengan nilai 2 Rp 5.000.000,00
KUITANSI

Nomor e

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Pembelian:
- 7 buah Thermo gun @ Rp 350.000,00 = Rp 2.450.000,00
- 7 buah Oxymeter @ Rp 370.000,00 = Rp 2.625.000,00

Rp 5.075.000,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan
JUAUL Lo
Jumlah Rp 5.075.000,00 Malang, ..., 2021
Mengetahui/menyetujui Yang menerima

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

(Materai 10.000)

Ttd & Stempel toko

Nama lengkap nama dan alamat lengkap

NIP oo

Catatan:

1. Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran.
2. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa.

3. Lampirkan faktur pajak yang ditantadangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa.

4. Lampirkan bukti SSP pajak PPN, PPh 22/23 yang telah disetor ke bank/kantor pos.

5. Cara Penghitungan PPn

100
DPP = E X Nilai Pembelian PPN =DPP x 10%

Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara
LPPM
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Lampiran B1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-20.79503049

Pengusaha Kena Pajak
Nama : CV AHM BIOTECH INDONESIA

Alamat : ATSIRI PERMAI JL. SEDAP MALAM IV NO 17 RT 001 RW 012, RAGA JAYA , BOGOR
NPWP : 71.155.055.8-403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat : JL. VETERAN MALANG
Kota/Kab.KOTAMADYA MALANG JAWA TIMUR 00000

NPWP :
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Hlatge JuaI/Penggar?tlan/Uang
Muka/Termin
EzWay Genomic DNA extraction Kit, Tissue size 100T - Komabiotech
1 Rp 6.100.000 x 1 6.100.000,00
Potongan Harga : Rp 915.000
Diamond-TM Nucleic Acid Dye 500uL - Promega
2 | Rp3.500.000x1 3.500.000,00
3 ;{So-r:%rogllfas(zs nmole) ACA TCG GTA CGA CTG GGT - Macrogen 72.000,00
4 ;E:;T%rogligas(zs nmole) TGG CCG ACC AAA AAA GGT - Macrogen 72.000,00
40-mer oligo (25 nmole) GGC GTA CTA AGT TCG AGC CGT TGG TCA
5 GCT CAT GGG TGG A - Macrogen 160.000,00
Rp 4.000 x 40
40-mer oligo (25 nmole) CCT CGC ACA TGC ACG CTG TTC TCA GCG
6 TCT TGA AGA CAC A - Macrogen 160.000,00
Rp 4.000 x 40
Stabilized dNTP Mix, 10 mM each 0.5 ml - GenScript USA
7 Rp 1.750.000 x 1 1.750.000,00
Potongan Harga : Rp 262.500
Harga Jual / Penggantian 11.814.000,00
Dikurangi Potongan Harga 1.177.500,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 10.636.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 1.063.650,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani
secara elektronik sehinaaa tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.
BOGOR, 21 Juli 2020
Andika Saputra
PO: AHMO-000569-1
PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai 1 dari 1

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi
sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP
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Lampiran B2

KEMENTERIAN KEUANGAN R | SURAT SETORAN PAJAK EEMERR 3
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK Untuk dilaporkan oleh WP ke
(SSP)
NPWP csyt] lzy2y8] [og2y1] 2] [ey2y3] [ojojo
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP L U BE R H DR e
ALAMAT WP 1 I NRIDSAR S IKAR, NIAUAIG oo s s B oy S T S Y
NOP . Lojof |ojof |ojojof [ojo0j0] [oj0j0f [oj0j050] [o
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Uraian Pembayaran:
Kode Akun Pajak  Kode Jenis Setoran| ., cecak suku Modul penelitian ban ren an 2021

lap1p1g2p101] [eg10]

Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nop | Des Tahun Pajak
[2101211]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi tahun terutangnya pajak
Nomor Ketetapan :|0|0|0|0|0|I|0|0|0|I|0|0|I|0|0|0|I|0|0|
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran DORRAAS4.546.00. . e Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor
..., tanggal.. 30.Apr.2021....

Cap dan tanda tangan

Nama PenyetortUNIVERSITAS BRAWIJAYA SEKRETARIAT UTAMA
Alamat PenyetorJL Veteran

NPWP Penyetoi001733666652000

Nama Jelas : NamaJelas : TP

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Kode Billing : 125111992142042

NTPN : 78ACE1SCOSOMCI6Q

NTB : 000000658114

Tanggal dan Jam Bayar  : 30/04/2021 06:03:08

F.2.0.32.01 "Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak,

melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan | No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"




Lampiran B2

SURAT SETORAN PAJAK

(T LEMBAR
i L-; KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. [SSP)

) ;ﬂt DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Arsip WP
S
NPWP s Lo]a] . [elz]s] - Lzlsle] - o] -Lelsle] - Lolo]o]
Ditsi sesuai dengan Nomor Fokmk Wik Fajak yang dimilid
NAMA WP : CV.DUMIA KARYA
ALAMAT : JALAN ANTASAPINO7 MALANG

MAP/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uralan Pembayaran
[¢]1]1]1]z2]1] [1]o]o] B Pt Bakera Ko

Masa Pajak Tahun
2lof1]s
dan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun| dui | age | S¥p | okt | Mov | Des o -
Ber tnda shang paca sxah Sy koiom Uniuk Masa Fang Dervenaan pajak
MomorMetetspan | | | | | J/L 1 1 J/[ 1 d/L0 1 1/L 11
Diitsl sestri Momaor Ketetapan - STP, SKPRB. SKPKET
Jumilah Pembayaran Terbllang :
Duis! dengan rusiah panuh [z Ratus Dua Poluh Tujuh
Rp 237,373.00
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal MALANG tgl 07 September 2018
Cap dan fanda tangan Cap dan tanda tangan

Mama Jelas ; Nama Jelas ;

HI.I!I‘I“ Validasi Kantor Penérima F!l'l'lhl'r.llrﬂl'l

Diisi sesual boky petunjuk penglsian

F.2.0.32.01



LAMPIRAN C

5. Kuitansi honorarium jika masing-masing penerima honorarium menggunakan
kuitansi.
KUITANSI
Nomor PP PTRTPURPPPPTON

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

Banyaknya uang : Dua Juta Rupiah

Buat Pembayaran : Honorarium a.n. Budi sebagai enumerator selama bulan Agustus s/d

September 2021 dengan perincian:
2 bulan a Rp 1.000.000,- = Rp 2.000.000,00

PPh 6 % x Rp 2.000.000 =Rp _120.000,00”

Rp 1.880.000,00
untuk menunjang kegiatan penelitian xxxxxxx tahun 2021 dengan judul

Jumlah Rp 2.000.000,- Malang, ... 2021

Mengetahui/menyetujui Yang menerima,

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

(tandatangan)

Nama lengkap Prof. Dr. Ir. Bejotejo

NIP

Catatan:

1. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan
NPWP Bendahara pengeluaran UB.

2. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara
LPPM.

3. Pajak sebesar 6% dikenaikan bila penerima honorarium tidak memiliki NPWP*)

4. Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN Universitas

Brawijaya dan dikenakan pajak yang disesuaikan dengan golongan bersangkutan di institusi
tempatnya bekerja.
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Lampiran C1

SURAT SETORAN PAJAK
T LEMBAR
o) - KEMENTERIAN KELIANGAN R.I.
! iy DIREKTORAT JENDERAL PATAK [ SSP } Untuk Arsip WP

I,.n.-.
£y
Ty

=

NEWP : ool [ols]e] |=]ls]e] [s]-Lels]lz] [elo]a]

Diisl sesual demgan Nomor Fokok Waih Fajak yang dumiig

MAMA WP : EBEMDAHARA PEMCGELUARANUTE
ALAMAT : JALAM VETERAN MATAMG

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Lradan Pembayaran

[#fefe]a]z]1] [1]o]o] FFh 71 Homorarium Prof. Dr. Ir. Bejotejo bagian bulan Axustus

=/ d September 2005
Mags Pajak Tahun
| :| n| 1 | B |

3an | re | Mar | Apr | mei | 3un| 3w | agt | S¥p | okt | Mov | Des o -
Ber! tanda siang pady salah sxu kofom Uik masa yang berkenaan Pk

momormetetapan || | | | |/l 1 1 [/ 1 J/L1 1 J/L1]1

sl sesia Mamar

Jumlah Pambayaran Terbilang
Diisi dengan rupial penuh Tiga Puluh Empat Fibu Sermbilan Puluh Bupiah
Rp 300,000.00
Biterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal MALANG tgl 07 September 2015
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Mama Jelas : Nama Jelas :  Frof. Dr. Ir. Bejolejo

Ruang Validasi Kantor Penarima Pembayaran

Diisl sesral buky petrnfuk pengisin

F.2.0.32.01
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6. Kuitansi honorarium jika menggunakan daftar.

Nomor
Sudah terima dari

Banyaknya uang

Buat Pembayaran :

KUITANSI

: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.

: Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Honorarium a.n Prof. Dr. Ir. Bejotejo dkk sebagai narasumber bagian bulan
September 2021 dengan perincian terlampir untuk menunjang kegiatan penelitian
XXXXX tahun 2021 dengan judul ..o

Jumlah Rp

2.300.000,00 Malang, 7 September 2021

Mengetahui/menyetujui Yang membayarkan

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan

Nama lengkap

NIP (oo

*Catatan:

Ttd

Prof. Dr. Ir. Bejotejo

............ NIP .

1. Lampirkan daftar penerima honorarium seperti pada lampiran C2
2. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan
NPWP Bendahara pengeluaran UB.
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DAFTAR HONORARIUM

KEGITAN PENELITIAN XXXXXXX DENGAN JUDUL
TAHUN 2021
BAGIAN BULAN: SEPTEMBER 2021

Lampiran C2

JUMLAH
NO NAMA GOL | JABATAN JELEAL PPh Ps. 21| DITERIMA Lallese
(Rp) Rp) TANGAN
1 | Prof. Ir. Bejotejo, IV/id | Wakil 1.000.000 | 150.000%) 850.000 |1
MSc Rektor IV
Universitas
ABC
2 | Dr.Ir. Bedujaya - Ketua 800.000 | 40.000**) 760.000 |2
Yayasan
PT ABC
3 | Srijayamukti - Enumerator 500.000 | 30.000***) 470.000 |3
Jumlah 2.300.000 190.000 | 2.110.000
Malang, 7 September 2021
Yang membayarkan,
Kurniawati, A.Md.
NIP..ciieeieee e
Catatan:

*) Pajak 15% dikenakan bagi ASN golongan IV
**) Pajak 5% dikenakan bagi ASN golongan Il dan non ASN yang memiliki NPWP
**%*) Pajak 6% dikenakan bagi non ASN yang tidak memiliki NPWP
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Lampiran C3

SURAT SETORAN PAJAK

T LEMBAR
o) - KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. SSP
bl ;ﬂ-.‘" DIREETORAT JENDERAL PAIAK [ } Untuk Arsip WP
S’
NPWP :|oJol| [ols]e| [s)sla] [s]-Lels]z]| [elo]o]
Dxisl secuai dJengan Nomor Fokok Wapil Fajak pang dimieg
HAMA WP 1 EBENDAHARA PENGELUARAN UB
ALAMAT 1 JALAN VETERAN MALANG

MAP/ Kode Jenis Fajak Kode Jenis Seboran Uralan Pembayaran

EIFTFI B E B [1]o]o] PPh 21 Honorarium Tim PeneliiProf. Cr. Ir. Bejotejo, dld bagian

bulan September 2018
Masa Pajak Tahun
zlo]1]s
Jan | re | Mar | Apr | mei | Jun| 2w | agt | S¥p | okt | Nov | Des s -
BerT Bngy siiang pacy saah syhy koform udn Masa Fang bervenaan Pk
Momorketetspan | | | | | /L1 0 4/ 0 /L0 1 Q0]
LNIS] SEUE Moamor P
Jumilah Pembayaran Terbilang :
Difsi dengan rupial panuh Seratus Sembilan Puluh Rila Fupiah
Rp 190,000.00
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal MALANG tgl 08 September 2018
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
MNama Jelas : Mama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diis! sesuad buky petrnguk pengisian

F.2.0.32.01
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LAMPIRAN D
1. Kuitansi perjalanan dinas

KUITANSI

Nomor PP
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB.
Banyaknya uang : Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran : Biaya perjalanan dinas a.n Prof. Dr.Ir. Bejotejo ke Jakarta pada tanggal 8-9
September 2021 selama dua hari dengan perincian terlampir dalam rangka analisa
data kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2021 dengan judul .......................

Jumlah Rp 4.,740.000,00 Malang, 8 September 2021

Mengetahui/menyetujui

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan Yang menerima,

Ttd ttd

Nama lengkap Prof.Dr.Ir. Bejotejo

NIP e NIP (o,
Catatan:

1. Lampirkan surat tugas dari Ketua LPPM UB, Jika melaksanakan perjalanan dinas (lihat lampiran
D3)

2. Lampirkan SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang memberi tugas dan tanda tangan pejabat
setempat yang dikunjungi (lihat lampiran D1 dan D2 — diberi tanda V)

3. Lampirkan Surat Pernyataan Biaya Riil yang memuat perincian biaya perjalanan (lihat lampiran D4)

4. Lampirkan Rincian Perjalanan Dinas (lihat lampiran D5)
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Lampiran D1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1 Pejabat berwenang yang memberi perintah

Ketua LPPM UB

2 Nama Pegawai yang diberi perintah

Dr. Ir. Harry Nugraha, MS

3 a. Pangkat dan Golongan PGPS
b. Jabatan
c. Gaji Pokok

d. Tingkat menurut perjalanan dinas

o O T oD

Ketua Peneliti

4 Maksud perjalanan dinas

Kunjungan Awal Kegiatan Penelitian

Alat angkutan yang dipergunakan Umum

6 a. Tempat berangkat Malang
b. Tempat tujuan Bali

7 Lamanya perjalanan dinas 4 hari
Tanggal berangkat 19-Sep-20
Tanggal harus kembali 22-Sep-20

8 Pengikut
a. Prof. Dr. Ir. Brotoseno, MS
b. Dr. Ir. Rahardjo, MS

c. Aseli Ningrat, MAB., PhD

Umur, hubungan keluarga/keterangan

9 Pembebanan anggaran
a. Instansi

b. Mata anggaran

Universitas Brawijaya

10 Keterangan lain-lain

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dekan
2. Arsip

Dikeluarkan di Malang

Pada tanggal : 2 September 2021

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
An. Ketua LPPM UB
Koordinator TU

Drs. Hadi Mulyono, M.AP
NIP. 196308201983021001
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Lampiran D2

Berangkat dari Malang
Pada Tanggal
Ke
Universitas Brawijaya
Pejabat Pembuat Komitmen
Drs. Hadi Mulyono, M.AP
NIP. 196308201983021001
II. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke Malang
Pada Tanggal
\Y \Y,
III. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Pada Tanggal
Iv. Tiba kembali di : Malang
(Tempat kedudukan)
Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen
Drs. Hadi Mulyono, M.AP Drs. Hadi Mulyono, M.AP
NIP. 196308201983021001 NIP. 196308201983021001
PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
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Lampiran D3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145 Indonesia
Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828
E-mail: Ippm@ub.ac.id http://Ippm.ub.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 22 / UN10.C10/ KP / 2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Brawijaya, dengan ini menugaskan saudara sebagai berikut :

Ketua . Prof. Dr. Ir. Bejotejo

Anggota . 1. Dr. Brontoseno.
2. Dr. Ahmaduri.
3. Dr. Satkulinov.

Untuk melaksanakan Perekaman Data Lapangan untuk Penelitian dengan judul
................. ”, di wilayah Kota ........Propinsi ......... mulai bulan April s/d Oktober 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik—baiknya dengan

penuh tanggungjawab.

Malang, September 2021
Ketua,

Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc. Agr
NIP 196207191987011001

1. Rektor (sebagai laporan)

2. Dekan......

3. Arsip
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Lampiran D4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia
Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828
E-mail: Ippm@ub.ac.id

http://Ippm.ub.ac.id

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Bejotejo.
NIP : 195802171984021002.
Jabatan . Ketua Peneliti.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 22/UN10.C10 /KP/2021, tanggal 8 September
2021, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh
bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.

Uraian

Jumlah

1.

Uang harian 2 hari @ Rp 530.000,00

Rp 1.060.000,00

2.

Taxi Jakarta (pp)

Rp 350.000,00

Jumlah

Rp 1.410.000,00

2. Jumlah uang tersebut pada angka (1) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(ttd & stempel lem

Drs. Hadi Mulyon

baga)

o, M.AP.

NIP 196308201983021001

Malang, 10 September 2021

Pelaksana SPD,

(tanda tangan)

Prof.Dr.Ir. Bejotejo
NIP 195802171984021002
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Lampiran D5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Layanan Bersama lantai VI, Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia
Telp. + 62-341-575824, 575825, 584394; Fax. + 62-341-575825, 575828
E-mail: Ippm@ub.ac.id http://Ippm.ub.ac.id

RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD No : 22/UN10.C10 /KP/2021

Tanggal . 10 September 2021

No. Perincian Biaya Jumlah Keterangan

1. Tiket Pesawat Surabaya — Jakarta Rp 850.000,00 | Ada bukti

2. Tiket Pesawan Jakarta — Surabaya Rp 950.000,00 | Ada bukti

3. Taxi Jakarta (pp) Rp 350.000,00 | Tidak ada bukti

4. Travel Malang — Surabaya (pp) Rp 300.000,00 | Ada bukti

5. Uang Harian 2 hari @ Rp 530.000,00 Rp 1.060.000,00 | Tidak ada bukti

6. Test Antigen (pp) Rp 500.000,00 | Ada bukti

7. Hotel 1 malam Rp 730.000,00 | Ada bukti
Jumlah Total Rp 4.740.000,00

Terbilang: Empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah

Malang,10 September 2021

Telah Dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp 4.740.000,00 Rp 4.740.000,00

Bendahara Pengeluaran, Yang menerima,

(tanda tangan) (tanda tangan)

Ferdilla Puspita Dewi, SE Prof.Dr.Ir. Bejotejo

NIK 2006038302052001 NIP 195604031981031002

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp 4.740.000,00
Yang telah dibayar semula Rp 4.740.000,00
Sisa kurang/lebih Rp -

Pejabat Pembuat Komitmen,

(tanda tangan)

Drs. Hadi Mulyono, M.AP.
NIP 196308201983021001
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Lampiran D6

32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF HOTEL
PEJABAT :‘g&i’f PEJABAT | PEJABAT
NO. PROVINSI SATUAN| NEGARA/ | el | ESELON i/ | ESELON 1vy
PEJABAT GOLONGAN | GOLONGAN
gsELon| | PEJABAT v 0l /g
ESELON 11
(1) (2) (3) {4) (5] (6) (7)
L._[AcEn OIT | Rpd.420.000| Rp3.526.000] Rp1:294.000] _Rp556.000
2. |SUMATERA UTARA OH | Rp4.960.000] Rp1.518.000] Rp1.100.000] Rp530.000
3. [R1AU OH | Rp3.520.000| Rp3.119.000| Rp1.650.000] Rp8s2.000
4. |KEPULAUAN RIAU OH | Rpa.275.000] Rp1.854.000] Rp1.037.000] Rp792.000
5. lsamB!l OH | Rpa.000.000| Rp3.337.000] Rp1.212.000] Rp580.000)
6. |SUMATERA BARAT Ot | Rp5.236.000] Rp3.332.000] Rp1.353.000] Rp650.000)
7. |[SUMATERA SELATAN OH | Rp5.850.000] Rp3.083.000] Rp1.571.000] Rps61.000
8. [LAMPUNG ~ OH | Rp4.491.000] Rp2.067.000| Rp1.140.000] Rp580.000
9. |BENGKUL OH | Rp2.140.000] Rp1.628.000| Rp1.546.000] Rp630.000
10. |[BANGKA BELITUNG OH | Rp3.827.000| Rp2.838.000] Rp1.957.000] Rp622.000
11 |[BANTEN OH | Rps.725.000] Rp2.373.000] Rp1.000.000] Rp718.000
12, [JAWA BARAT " OH | Rps.381.000] Rp2.755.000] Rp1.201.000] RpS70.000
13. [D.K1. JAKARTA OH | Rps.720.000| Rp!.788.000] Rpe92.000] Rp730.000
14, [JAWA TENGAH O | Rpa.242.000| Rp1.450.000] Rp954.000]  Rp600.000)
15, |D.I YOGYAKARTA OH | Rps.017.000 Rp2.695.000] Rp1.384.000] Rp845.000
16, [JAWA_TIMUR OH | Rp4.400.000| Rp1.605.000| Rp1.076.000 Rp664.000
17, [BaLt OH | Rp4.290.000| Rp1.946.000] Rp1.078.000] Rp910.000
18, [NUSA TENGGARA BARAT OH | Rp3.500.000| Rp2.648.000] Rp1.418.000] Rp580.000
19. [NUSA TENGGARA TIMUR | OH | Rp3.000.000] Rp!.706.000] Rp1.355.000] Rps550.000
20. [KALIMANTAN BARAT OH | Rp2.654.000] Rp1.538.000] Rp1.125.000] Rps38.000
21, [KALIMANTAN TENGAH ~OH | Rp4.901.000| Rp3.391.000] Rp1.160.000] Rp659.000]
22, [KALIMANTAN SELATAN OH | Rp4.797.000| Rp3.316.000] Rp1.500.000] Rp648.000
23, [KALIMANTAN TIMUR Ol | Rpa.000.000| Rp2.188.000| Rp1.507.000] Rp804.000
24, [KALIMANTAN UTARA OH | Rp4.000.000] Rp2.188.000] Rp1.507.000] Rpso+.000
25. [SULAWESI UTARA OH | Rp4.919.000] Rp2.200.000| Rp1.034.000] Rp782.000
26, |GORONTALO OH | Rp4.168.000] Rp2.549.000] Rpl.586.000] Rp764.000
27, [SULAWES! BARAT o | Rp4.076.000] Rp3.098.000| Rp1.075.000 Rp704.000
28, |SULAWESI SELATAN OH | Rp4.820.000] Rp1.550.000] Rp1.138.000] Rp732.000
29, |SULAWESI TENGAH OH | Rp2.309.000| Rp2.027.000] Rp1.567.000] Rp951.000
30, [SULAWEST TENGGARA oH | Rp2.475.000] Rp2.059.000| Rp1.207.000] Rp786.000
31, [MALUKU ~ OH | Rp3.467.000] Rp3.240.000] Rp1.048.000] Rp667.000
32, [MALUKU UTARA o | Rp3.440.000| Rp3.175.000| Rp1.073.000| Rp600.000
33 |parua OH | Rp3.859.000| Rp3.318.000] Rp2.521.000] Rps29.000
34, [PAPUA BARAT oH | Rrp3.872.000] Rp3.212.000] Rp2.056.000] Rp718.000
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Lampiran D7

A0, SATUAN BIAYA DANG HARIAN PERJALANMAN DIMAS DALAM NEGER] DAN UANG REFRESEMTAS]
3l Umng Harian Pecpalaman Dinse Cialam Begen
A LAM BOTA
Lin] PRLVIRS] BATUAN LUAE KT LEEMH DARI 8 DIKLAT
ITAE AP AN I

1] 2 {3 ! 15 15
I. |&CEH OH R pdsi. (Wi Rep 140 {1005 Bl 14,60
1 |EUMATERA UTARA {H Rpd W0, Rp 130000 Epl 140,000
4. BTAL OH REpaTo. R | 5000 Rl 14, 0K
4. [EEPULAUAN RlAL IH Rpd 7,000 EplE0.000 Rl 14,0450
B NAMEI] QIH Rp AT, (0 Hp 1 S0 NG Bl 161, 0
B [|SUMATERA BARAT OH Rpa80 (i Fep 1 50 105 Rpt 10, 0
T |SUMATERA SELATAN CH R pd&0 (i Fp 1 50HHD Rpl 10,000
B [|LAMPLURO {IH Rpda, (o Hep 1 50 000G Hpl 14. 0]
5. JHENGEULU aH REpa&o (o R | 50000 Ryl 16,0
Ll JOARGES DELITURNG £H R L0 HOO R 1 G0 EHHDY Rl 30, 000
Il BANTEN aH Rpad70 00 Rep 1 50 (005 Rpl 16,00
12 RIAWA BSEAT OH R pa20. 00 Rp ] VO R||l.'b!'|.l1:l'.l:|
13 (0K JAEARTR il Bp el i Fpa 1 OLEHHD R L0 G0
14, |AWA TENGAH iaH RpaT0 a0 R | 5000 Rl 164,
Ll POy AKARTA H Rl 200 [HOa0 Fp 1 VOLEHHD Rl 350, D

16 JAwA TIMUR al Rpa 161,000 Rp 60,000 Rpl 20,000
17. B ALI OH R pA480. (1O Rep | 000G Rpl A4, (D
LE. JHUSA TERGGRARS B&EAT OH E 140 0 Fp1BOUOHHD R pl 30, 000
1% [HLISA TENGGARS TIMLE 1H R0 0 RBp 1 TG R L3, (R
20, [KALIMAKTAN BARAT aH Rp &0, 000 Fepr ] 561000 Ryl 16,006
21. |[KALIMANTAN TEMGAH OH R paid 40 R 1 ACUTHHD Rpl 10,000
22 IEALIMAMNTAN SELATAM (4 ]5] RpAE (G Hp 15000 Epl 14,000
23, |KALIMARNTAN TIMLUE OH R pd 30 (0 E‘||I'.'I:l.l!'||'r|:.l Rl 0, (0
29, |EALIMANTAN UTARM £1H R0 THAO R 1 VOLEHHEY Fpl30. 0600
A5 ISULAWES] LITARA i2H RpaT0 00 B 1 50000 Rpl 16,Hx
A6, JOORONTALD aH Rpd 00 R 1 SO0UCHHD Rpl 10,000
27, |SULAWES] DARAT el Rpa L0 AN Feps 1 B CHHE RBp L3000
20 |SULAWES] SEIATAN H R p 30 (00 H‘]Ji'.‘l':l N Bp 10,0
2% JEULAWEE] TENGAH aH Rpd 0 . I-';.“1:|I5I:l.l'.'|-I]I'.'I Rl 10,00
Al PSLLAWIESD TN A RS £l KB (HA Fepi 1 S0 CHHE Epl 10000
l. [MALUKL O RpIR0. 000 Fep | 50000 Rpl 160,000
32, MALUEL UTARM OH R 120 {HHD F;pI?E;.IJ-I]D . I'-'!l-:ll.'.'.-l:l.ll'l:l:l
3 FaPUA i RpSa0 00 Hp2 o Epl ¥
34, |PAPLLA BRARAT IH Rpaan (Hio Fep 1 900000 Ep &,

37




Lampiran D8

KOTA SATUAN BIAYA TIKET

ASAL TUJUAN SN ERONOMI

12 ) 13 L] 5
; AKARTA  ~~~~~ } ANBION —Ep33, 355000 Rp70al v

12 | JAXANTA JAYARIRA 1 Rpia 568000 _RpH 193 ,0C
1A JAKARTA “YOGYAKARTA B 107,000  Rp2.268.(0
14. | JAKARTA _ KENDAS _Rpless000]  Rpé. a3 00C

s | JAXARTA _ KUPANG = RpH,411000 Rp508).
16, JAKARTA MAKASSAR Rp?.644.000]  Rp3sa0.oc

17, | JAXAKTA MALANG ) _Rpd 599 00| _Rpa 455,000
1% JAKARTA MAMLUL Rp7.295 000 Rpé 2567,

19. | JAXARTA MANADO | RplOW24.000]  RpS5.102.00
an AAKARTA MANOKWAR] Rp1G, 226000 Rp 1052400
21 JAKARTA MATARAN tepS.316.000 _Hp3 2000
- - _JAXARTA MEDAN __Rp7 252000 _Rp3s08,
23 JAXARTA PADANG RyS. 530,  Mp2 9520
24 | JARAKTA PALANGEARAYA | Rpiusinod] —  Rp2oea.
2% | JAEARTA _PALEMBANG _Rpd, 801, Rp2.268.0
26 | JAKARTA L, _Rp 3420000 _Mp5 110,00
& CJAMARTA | PANGRALPINANG | mpas12000]  Rp2 1A,
A, JAKARTA PEKANBARL HpS, 653,000 Rp3 01600
2. | JAKARTA PONANAS 4 RpAS55000] Rp2.UmL X
w _JAKARTA SEMARANG __Rpd 86) 000 Rp2.)22.
3). | JAKARTA 30L0 . 3 Rpd.861.000] Rp2.3a2,

AMBON DENPASAR Ry 054,000 RpAATI.
AMBON JAYAFURA Mep?.ase Rpé.161 000

el
E t’;
l'-";;

g

S

2

g

e
15
Sl

\

& ZER
&8
£Es
JRS
z
e
BaR

W
w
|

|
|
|

[ BALIKPAPAN YOO YASARTA R, 6649 D00 Rp 729
) BALIKPAPAN MAXASSAN Xpid.obd Rph.130.00¢

EEAFRLD
E i<
i
4
i
g
-

|
|
|

HANDA ACEH | JAYARURA Bp19. 167,000 Rl 0.717 408
HANDA ACEH YOOYAKARTA RpA.T65.0001 Rpb340.00

TARDA ACEH MAKASSAR 1 Rpil 760 INK __Rpo.7al onx
| BANDAACEN 1 MANADO

Fs:S'S' L




w3 KOTA SATUAN BIAYA TIKET
- ASAL TUJIUAN ISISNIS EXONOMI
il _a ATl [ 15
_64. | BANDA ACEH PONTIANAK Rpl) 30.0004 RS 840,00
LS HAKDA ACEH _SEMARANG _RpH 530,00 Rp5.206 0
_66. | BAKDA ACEH BOLO _ FpU. 5300000 Kphadas oo
AT | IRANDIA ACHE | SAIRANAYA _ Rpi Sa5,00 Rp5 744,
68, | BANDA ACEH TIMIKA RplB.503.000 Rplo.ote.oo
00 | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN _HpH. 12%.0004 _Rp4.139 000
70| BANDAR IAMPUNG | BANDA ACEH Rp#. 235,000 Rp4 760 .00
LV | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN =~ ) =~ Rp6.193.000y ~~~ Mp3at2.oo
_72, | VANDAR LAMIUNG | BATAM _Rp5.540.0004 RpIaince
7a. BANDAR LAMPUNG BIAK Rpl4.119.000 Rp7.437 000
V& I}ANW LAMPUNG D&ﬂl’M_MR = _ Nps 236,000 __ Rp3aai oo
75, | PANDAR LAMPUNG | JAYAPURA __Bpla 48 000 RpBoaT
7h | BANDAR LAMPUNG YOOYAKARTA Rp6. 1 55,000 Rp2 760 O
7. | BANDAR LAMPUNG | KENDARI HpH 554,000 Rpd A8
TH. BAKDAR LAMPUNG | MAKASSAR Rpd. 161,000 Rpd 161 008
70, | BANDAR LAMPUNG | MALANG  HpS. 53000 RpS.134.40
B0 | BANDAR LAMPUNG | MANADO _Rpl1.199.00 Rph 206,
Bl | BANDAR LAMPUNG MATARAM , p6. 246,000 Rp3 a6
w2, MNW ummn | MEDAN K HpT.97%.000 Rp4.130.0
83, | BANDAR LAMFUNG PADANG Rp6. 439,000 Rp3.380,
_ 83, | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA o NMp3a01 .0
85 | PANDAR LAMPUNG | PALISUBANG w@qy 0oy Rp2 760s
86, BANDAR LAMPUNG FPEXANBARL Riph 452,000 Rp3.433.
87 | Baxpaxtavruxa | rosmanak | mpassooo]  RpS 220,00
a8 BANDAR ITAMPUNG | SEMARANG _Rp4 231 000 Rp2 085
89, | BANDAR LAMPUNG | sOLO . Rpaost0ood]l  Rp2sladn
00, | WANDAR LAMPUNG | SURABAYA Rpp0. 380,000 Rp3 33/
ul. BANDAR LAMPUNG TIMIKA Rl 3,906, 000 Rp7 4554
92, | BANDUNG HATAM _Rpb. 2500000 Rp3sa0 0o
93, | BAKDUNG _ DIEEXPASAR _RpS 40,0004 Rp3253,
04, | BANDUNG JAKARTA Rp2.06a. 000 Ryl 476.000
_us. | HANDUNG Janm HpS 000.0000 _Rp2sa1 4
9. | BAXDUNG YOOYAKARTA Rp3.369.000 Rp2.129,
_ur | BANDUNG _PADANG Mpa.120.000  Rp3 S0H OO0
a8, | BANDUNG _ PALEMPANG RpA 345, 000 Rp2 sl
00, | BANDUNG PANGKAL PINANG Rpa. 55000 Rp2 T IH L
100, | ANDUNG | - PecanmaR _ Rp6.%25,000 Rp3.701 000
101, | BANDUNG SEMARANG Rpa 427,000 Rp | 96700
02 | BANDUNG B0 Mpd od7.0008 Rp2 6K 00
103, | BANDUNG _SURAHAYA RpA B24,000 Rp2 256
104, | BANDUNG TANIUNG PANDAN. _Rpa. 4390004 Rp2 663000
105, | PANJARMASIN MANDA ACTTH Rpl0.793.0004 _Rpb023.0
106 | BANJARMASIN BATAM Rpé AQT. 000 Rpd 578,
_t0¥. | BANJARMASIN | HIAK ] Rpin.bs6.000) Rph.7au.4x
0B | MANJARMASIN | DMCNPASAR i _Hpa.793.000] _Rp4 530 000
109, | BANJARMASIN JAYAPURA Rpl 7,135 000 Ryp@.350
110, | BANJARMASIN | YOGYARARTA Hp?.723.0004 Rps 002 000
L1 | BANJARMASIN | MEDAN Rpl0.546.0000  Rph4)3,00s
B2 | BANJARMASIN | PADARG R 006,000 Rpd 63200
113, | BANIARMASIN. | PALEMDANG _ BpiASRONN ~ RpéOa3s
114 BANJARMASIN  PEXANBARLY Rp# 049, 000 Rpd 606,00
115 | mANJARMASIN BEMARANG MpTAR.000]  RpS 9ak 0o
116 | BANJARMASIN _EOLO Rp7 496,000 Rpt 057,
117, | BANJARMASIN | suraBaya  Rp8.942.000 Rpd 235 00
LA | BANJARMASIN TIMIEA v __RptoAT0m| RpE 717.00
110, | BATAM BANDA ACEN Rpl0 439 DOG Rp5.996,
_ B30, | BATAM _|_BEXPASAR _ Mp8ASO.000  Rpéa24.000
121 | BATAM | JAvaPURA | mpleyszooo]  Rpudndoo
222, | BATAM YOOYAKARTA Rp7 370,000 Rp3.96,
B33 | BATAM  MAKANSAR P -&.l.'!:é?%,, R B TR
124, BATAM MARADO Fpiist)d, Rph 4820
125, | Batam ~ MEDAN Rp 0. 1953.000] Rp5.316.00
120, | BATAM _PADANG | mpsasiooof Rpé 40
327, | BATAM _PALEMBANG Rp7, 145.000 Rp3.906.00
128 | QATAM PIEKANTANRL M. 1O D00 Hpd 204




- KOTA SATUAN BIAYA TIKET
' ASAL TUJUAN 1SN ERONOME

(1 ¥} Y 14 151
129. | BATAM CIONTIANAX. ) RpPS0I000] Rpd.S9e.000
0.} FIATAM _SENARANG Rp7. 145000 Rp3.841.000
131, BATAN 8000 Fp?. 145000 g 000, D00
132, HATAM _ SURALAYA _ _RpAADOLO0|  RpA.300,000
l}-‘! _BATAN TIMIKA Rpl6 | 19000 Rp&. 621000
134, HENOGKULU PALEMBANG Rpluoonool  ipl.R9.000
RECNN WIS TALIKPAPAN __RpIA 622 000] Rph 477,000
136, BIAK BANDA ACEH _Rp1a 715000 Rpl 0. 108, 000
137, ) HIAK BATAM = Epledinoo)  Hpl 6, 000
1M, 1 BIAK DENPASAR Rp16.72% 000 Rp8 995,00
_ 139, | BIAK JAYAFURA o BpdelSno0)  ipl.521.000
_ 140} FUHAK L YOGYAXARTA _RpiSfdAscon) Rpd. 108000
11, BIAK MANADO Rpll 734,000 Rp6 351000
142 | BIAK MEDAN __ Rpisarzoon] It A58, D0C
142 BIAK PADANG Rp16,932 000 Rp8 723,000
44, ) BIAK PALEMBANG Rp15.424.000 Kep8. 108,000
143, § WIAK _PEEANDBARL __Rpl6.985000] Rp#, 751,000
146, BIAK PONTIANAX Rpl5.873 000 Rpd. 564, 000
147, HIAK SURABAYA _ Rp12TE2 000 _lg?_._a_s}; .
148, | BIAK CTIMIEA __ RpS. 80K 000 444,000
149. | DENPASAR JAYAFURA Rp11.680.000] '126.9.‘5 é
30, | DENPASAR _ KUPANG RpS. 091000 Rp3.9%3.000
151 DENPASAR _MAXASSAR R, 182 000 Fpd 631.000
152. | DENPASAR = _MARADO . RpYBS51000]  Fpd.2VA.000
153, § DENPASAR MATARAM Rp)040 000l  Rpl 350000
154, NPASAR MEDAN Rp 10 5689000 Fpb.658, 000
135, | DENPABAR 0 | PADANG Rp2.09000]  Mpa.KEs. 000
156, DENPASAR PALANGEARAYA Rpd 557 000 RpA 905,000
_157. | DEXPASAR PALEMBANG Rp?.541.000] WA 278000
A58, | DENPASAR FPEEANBARL R, 092 000] RpA 542,000
159, DENPASAR PONTIANAK Rp? 990000 R, 735,000
len, DENMBSAR _NIMIKA HplO.1€0000]  Wp6.139.000
161, JAM S _BALIKPN Rp7, 733 000 RpA 407,000
162,  JAMES _BAPUARMASIN Rp?.000.000] Rpa. 194,000
163, 1 JAMiE DENPASAR Rp7. 733 000] RpA 425 N
164, } JAMER YOOYAKARTA Rp5.663 000 Fpd.551.000
es. Jamie KUPANG Rpld asio00] 6 473 X
1646, JAMEE MAKXASSAR RS (35 000 RpA 952,000
67, § JAMER _ MALANG Rp7.091000f ~ Rpd. 925000
L L0 _MANMADO | mp13.707 000 __Rp6.097, 000
169, JAMES PALANGEARAYA Rp7 444 000 R, 150, 000
170, ) Jamer _ONTIANAK | mpesvEL00]  lpa.01iom
171 JAMBE ..S!M...RH“I- __RpSAZK 000 BpJAT6. 000
A72. JAMBY RpH 425 000 Rxl.615,000
Lea JAMIR SWM\”- — 7.HKS.000 e 915,000
REAN JJ\!M_’QR.} VOOYMAR‘I‘& Rpl 3,274 000 Rp7 650,000
L7, } JAYARURA DO Ry 10 000 lepi1. 268008
176, JAYAFLURA _ MEDAX _RpIAGI2000]  Rpl0 097,000
177, | JAYAPURA PADANG Rpl17.381.000 Rph). 327.000
AT JAYARURA COPALEMBANG | RpISATI000]  ips.Y17.000
179, | JAYAPURA  PERANBARL Rp17 435000 RpA . 350 000
IR0, § JAYASURA | PONTIANAX ) Rp16322000] RpH.177.000
184, JAYAPLIRA _TUMIKEA RpIOISL00)  1Kp3,259. 000
132, YOOYAKARTA DENPASAR Rl 861 000 Rpl 481,000
A3, | YOGYAXANRTA _ MANASRAR ___RpS.525 000 J. 5. 000
184, YOGYAKARTA _MANADO = _Rplos36c00] #0722 000
155, | YOGYAKARTA MEDAN Rg9.519 000 Ry, 770,000
180§ YOGYAKARTA PADANG | Rp7e60.000 1ep4. 000 DO
1587, | YOOYAXARTA PALEMBANG R 460 000 Rpd, 380 000
188 | YOGYARANTA _ PEKANBARU Rps.022000) Rp3.054.000
189, YOGYAXARTA PON Epoastoooal 3. K40 000
190, | YOGYAXARTA _TIMIKA ~Rpl 1 B9 000 Rp7.035 000
191, KENDARY BANDA ACKN _ Rp129ss o0 ra L]
192 | KENDAKL BATAM Rp10 568 00 Rof.'» 655 000
190 KINDARS DENFASAR S, 45 5 000 253 B0
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HIENIS
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(/N

KENDARY SEMARANG
_KENDARS L
RENDARE SURAIAYA
KENDAR) TIMIKA
_KUPANG SAVAIURA
KUPANG YDGYAKARTA

SURABAYA
AAVAPURA
KENDARI
TIMIKA
BALIKPAPAN
DANDA ACKL
BANJARMASIN
Bavam
JAYAPURA
_KENUARI
NAKASEAR
_NANADO
_MNEDAN
FADANG

PALENBARG
VERANBARU
TIMIKA
MEDAN

PALANGEARAYA

____Rpl) 167 000
Ry 659 00)
_ Mp11.320 000
R 659 000
Ry 659,000

Rpl8633ooof
Mpl4Jancoo)

Rp7 348 000
_RpT.E37 00

 Rph 749 000

. Rps 337 oo

___Rp16536.000

___Rpla332.000]

Wp 10§29 008
__ Ep1saet oo

Rp9 958 000]
Rps418000)

Rp7 915000
Rp6.399 (00

. Mpiial oo
Rpl5A73.000

Rplssa2ooo]

_Hp14.012.000
_Rp12.30% 000
Rp 14 055 000

___Rpizsaiooof

fip12.504 000

| mpizsosgco)

Ry2 537 ool

. Mpl16. 283 000

Rpla7soocol

Rp10 846 000

_ RpssdsGcof |

Rp& 461 000

i1 552.000)

_Rp13.0A32 00

Rt AT o00) E

Rp7.551 00
Ry 102 000
Rp#001 000
Rp3 240 000
__Mp3 46000

___Rplasiaom]

_Rp9 284,000
 Hpl0.739.000

____RpIH Z38.000
s 1 ) 99

RpSi2oo0l

__Rplieanacol

R .oo0 oo0f

 RpA.TTAL00

i .909.000

Ry 346 CO0

_ RpS13&000
e RpRASSO00
RpS 402 G
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Rp#, 199,000
Rp7.744.00

HpT.T44.000]

X ”Ib?ll 00
Rp10. 546,000
161,10
w7477 w0
Rp8. 557,

Ryt AGD 000
RpS 9l 000
Rpd 065 000
C Rptiseao
Rp& A5 000
Rpb 022 000
Rpd ATH .00

n;mmt ;;-

|n

Ryp7 252,000

_mm
."&'“‘0'.
Rpomv
Rph 236,000
"27“9

__Rpl5210. 0004

I(D

ch

moﬂ ... .

Rp4 38 (00
HpT ot .000

T PONTIANAK
SEMARANG
SURABAYA
“TIMIKA

TMAKASSAR
SEMARANG

_SAIRABAYA
TIMIEA

e ,Am.nmhn

ipl 5,630,000

Rplden.0o0]

M‘“ L
3. 196,000
_Rp12/675,00
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Lampiran D9

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR Il
KPP PRATAMA MALANG UTARA

JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 29-31 KOTAK POS 38, MALANG
TELEPON 0341-364270 FAKSIMILE 0341-356769 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL @pajak.go.id, inft i@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 8-3277KT/WPJ.12/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
Pokok Waijib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini
diterangkan bahwa :
1. Nama : UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEKRETARIAT
UTAMA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.173.366.6-652.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Do
4. Kategori : Instansi Pemerintah

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 1 April 2020 dan

memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;

b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

C. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Waijib Pajak Instansi Pemerintah
dan Waijib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM;

e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

f.  melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Malang, 19 Juni 2020
a.n. Kepala Kantor

E I.'.'-I E Kepala Seksi Pelayanan

5800329194246 Novel

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

“)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

Scanned by TapScanner
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Masih
‘Berlaku

Meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa,
masih dapat digunakan sampai 31 Desember 2021.

Meterai tempel yang digunakan untuk

melakukan pembayaran Bea Meterai, dapat
digunakan dengan nilai total Meterai tempel

CARA MENEMPELKAN
METERAL LEBIH DARI SATU

1 U Meterai ditempel sejajor
L - sejajar vertikal ataw ol
- tidak beleh tertindih
- tercan tondolangan atou cap mengenst
meters

LAMPIRAN E

1. Materai bertindih

2. ttd/stempel tidak mengenai kertas

3. ttd/stempel tidak mengenai semua materai

4. ttd/stempel tidak mengenai semua materal

5. ttd/stempel tidak mengenai semua materal dan kertas
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